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Dalam melaksanakan otonomi daerah di Kabupaten Jombang diperlukan 
kemampuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan 
upaya peningkatan Penerimaan Daerah, baik dengan meningkatkan penerimaan 
sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang sudah ada maupun dengan 
penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta 
memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Dalam melaksanakan 
upaya peningkatan Penerimaan Daerah, perlu diadakan analisis potensi dari 
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan terhadap Bagi Hasil 
Pajak dan Bukan Pajak, dan Sumbangan Daerah. 
Agar dapat menopang penerimaan daerah tersebut digunakan suatu 
indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah tersebut. 
Indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD (Pendapatan Asli Daerah) 
dengan total pendapatan daerah (TPD), rasio antara BHPBP (Bagi Hasil Pajak dan 
Bukan Pajak) terhadap total pendapatan daerah (TPD), dan  Rasio SD 
(Sumbangan Daerah)  total pendapatan daerah (TPD). Obyek yang digunakan 
dalam penelitan ini adalah PAD ( Pendapatan Asli Daerah ), BHPBP ( Bagi Hasil 
Pajak dan Bukan Pajak ), SD ( Sumbangan Daerah ) daerah Kabupaten Jombang. 
Teknik analisa yang digunakan yaitu Indeks Desentralisasi Fiskal, sedangkan 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan 
dan BPS ( Badan Pusat Statistik ) 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dengan perhitungan Indeks 
Desentralisasi Fiskal menunjukkan hasil bahwa kondisi kemampuan keuangan 
daerah Kabupaten Jombang masih belum mandiri karena peranan PAD dan juga 
BHPBP sangatlah kecil apabila dibandingkan dengan bantuan dana dari pusat. 
Meskipun belum mandiri tetapi Kabupaten Jombang semakin tahun menunjukkan 
grafik peningkatan pada PAD dan BHPBP. Tetapi  peningkatan kapabilitas serta 
kinerja aparatur pemungut pajak daerah juga perlu ditinjau kembali oleh 
pemerintahan Kabupaten Jombang untuk menjadi daerah yang otonom ataupun 
mandiri 







1.1 Latar Belakang 
 
Tuntutan reformasi di segala bidang yang didukung oleh sebagian 
masyarakat Indonesia dalam menyikapi berbagai permasalahan di daerah akhir-
akhir ini, membawa dampak terhadap hubungan keuangan antara pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah. Salah satu unsur reformasi total tersebut adalah 
tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah (pemerintah daerah), yang 
di kenal dengan kebijakan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan diharapkan sesuai 
dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, 
potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Jadi otonomi daerah merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan 
dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik.  
Alasan-alasan yang menyebabkan lahirnya tuntutan tersebut. Adalah  
pertama, intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa yang lalu telah 
menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah 
dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah. Hal 
tersebut menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati sehingga 
pemerintah daerah seringkali menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan, 
dan bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 
Kedua, otonomi daerah merupakan jawaban untuk memasuki era new game yang  
membawa new rules pada semua aspek kehidupan manusia di masa yang akan 
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datang. Di era seperti ini, dimana globalization cascade sudah semakin meluas, 
pemerintah akan semakin kehilangan kendali pada banyak persoalan, seperti pada 
perdagangan internasional, informasi, serta transaksi keuangan (Mardiasmo, 2002: 
3-4).  
Pembangunan Nasional harus dilaksanakan melihat berbagai potensi yang 
ada dan harus dimanfaatkan seefisien mungkin. Mengingat keterbatasan tenaga 
yang professional maupun dana yang tersedia maka Pembangunan Nasional 
dilaksanakan secara bertahap melalui perencanaan jangka pendek, menengah, dan 
jangka panjang. Pembangunan itu sendiri tentunya memerlukan biaya yang sangat 
besar. Kondisi yang demikian itu akan mendorong para pelaku pembangunan 
untuk lebih berorientasi kepada kemampuan sendiri. Dengan mengacu pada Pasal 
18 Undang-Undang Dasar 1945 tentang asas Desentralisasi maka dalam rangka 
melaksanakan pembangunan yang merata, berdaya guna, dan berhasil guna maka 
dibentuklah Daerah Otonomi (Anonim, 2004 : 8) 
Otonomi bagi Daerah mempunyai banyak tujuan, salah satunya adalah 
guna menambah kelancaran pembangunan di daerah dan terciptanya suatu 
kesinambungan pertumbuhan pembangunan yang dicapai serta pemerataan hasil-
hasilnya. Guna mewujudkan fenomena diatas satu hal yang harus dimiliki oleh 
Daerah yaitu kemampuan dalam penyediaan pembiayaan pembangunan yang 
bertumpu pada sumber Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar. Kebutuhan 
penyediaan dan pembangunan ini dirasa sangat penting dan relevan dengan 
konsepsi Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab karena 
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pada dasarnya yang hendak dibangun serta ditingkatkan adalah kekuatan 
pembangunan dalam masyarakat itu sendiri. 
Dalam melaksanakan otonomi daerah di Kabupaten Jombang maka 
diperlukan kemampuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni 
dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan 
meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan 
penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta 
memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Dalam melaksanakan 
upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu diadakan analisis 
potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan terhadap 
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak agar dapat menopang dari suatu penerimaan 
daerah tersebut.Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan 
daerah tersebut adalah indikator desentralisasi fiskal. Indikator desentralisasi 
fiskal adalah rasio antara PAD dengan total penerimaan daerah. 
Rendahnya PAD suatu daerah bukanlah disebabkan oleh karena secara 
struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan 
yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat. 
Selama ini sumber-sumber keuangan yang potensial dikuasai oleh pusat. Adapun 
PAD pada kabupaten Jombang tahun 2002 adalah Rp. 45.097.701 dengan 
proporsi 0,13, kemudian pada tahun 2003 adalah Rp. 70.114.759 dengan proporsi 
0,15, sedangkan pada tahun 2004 menjadi Rp. 44.534.969 dengan proporsi 0.10 
kemudian pada tahun 2005 sebesar Rp. 48.990.313 dengan proporsi 0.11. Tahun 
 4
2006 Rp. 42.144.160 dengan proporsi 0,08 dan pada tahun 2007 sebesar Rp. 
68.170.329 dengan proporsi 0.10. (Anonim, 2008 : 272) 
Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan 
anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa 
terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat 
kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan melihat kemampuan atau 
tingkat kemandirian daerah. Oleh karena itu untuk terciptanya kemandirian pada 
kabupaten Jombang, pemerintah pusat memberikan otonomi kepada pemerintahan 
daerah agar dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Dengan  bertujuan 
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sehingga pembangunan di daerah 
diarahkan agar lebih mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 
Berdasarkan uraian di atas, perlu diteliti mengenai kinerja keuangan 
daerah di Kabupaten Jombang dalam masa otonomi daerah. Oleh karena itu penulis 
mengambil judul Skripsi dengan judul “Analisis PAD, BHPBP, dan SD, terhadap 
Total Penerimaan Daerah dengan angka Indeks Desentralisasi Fiskal studi kasus 
Kabupaten Jombang” 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikemukakan perumusan 
masalah sebagai berikut: 
1. Apakah PAD (Pendapatan Asli Daerah), BHPBP (Bagi Hasil Pajak dan 
Bukan Pajak), Sumbangan Daerah dapat mendukung  Kabupaten Jombang 
untuk menuju mandiri ? 
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2. Apakah indeks desentralisasi fiskal di Kabupaten Jombang sudah bisa 
dikatakan mandiri? 
1.3. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan 
Pajak, dan Sumbangan Daerah dapat mendukung Kabupaten Jombang 
menjadi daerah yang mandiri atau tidak. 
2. Untuk mengetahui indeks desentralisasi fiskal di Kabupaten Jombang 
sudah bisa dikatakan mandiri. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut: 
1. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Jombang dalam menentukan 
kebijaksanaan selanjutnya yang berkaitan dengan pendapatan daerah. 
2. Sebagai bahan perbandingan bagi penulis atau peneliti yang mengambil 
topik perusahaan daerah di Kabupaten Jombang. 
3. Sebagai bahan penerapan teori-teori yang diperoleh dari bangku kuliah 
baik diperoleh secara langsung maupun tidak langsung serta dapat 
membandingkan dengan kenyataan yang ada, khususnya yang 
berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang. 
